
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 
 

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR 25 TAHUN 2012 

 

TENTANG  

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUAPTI NOMOR 2 TAHUN 2011 
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,  

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI 
NEGERI SIPIL SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Barat tentang 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan 

dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai 
Negeri Sipil serta Pegawai Tidak tetap di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 
 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang 

Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan 
dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai 
Negeri Sipil serta Pegawai Tidak tetap di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2755); 

 

 

 

 



 

2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

 

3.  Undang-Undang Nomor 54 Tahun  1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 

 

4.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

 

5.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2004 tentang 
Perbandaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

 

6.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah dua kali terakhir dengan  Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

 

7.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

 



 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 

tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat 
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; 

 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 
tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat 
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; 

 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Daerah ( Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Barat Tahun 
2006 Nomor 23); 

  

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG  PERUBAHAN KETIGA 
ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS 
DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN 
DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON 

PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG 
JABUNG BARAT. 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota 
DPRD, Pegawai negeri Sipil, Calon PegawaiNegeri Sipil dan Pegawai tidak Tetap 
dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tenjung Jabung Barat (Berita 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 2) diubah sebagai 
berikut : 

 

1. Ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c ayat (1) Pasal 17  diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 

 

 

 

 



 

Pasal 17 

 

(1). Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan 
Dinas (SPPD) oleh Pejabat yang berwenang harus lebih tinggi jabatannya 
dan/atau pangkatnya dari pegawai yang melakukan perjalanan dinas dan 

hanya dapat memberi perintah dan menandatangani SPT dan SPPD dalam 
daerah jabatannya antara lain : 

a. untuk Eselon II dan Staf Khusus dilingkungan Pemerintah Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah 
Perjalanan Dinas (SPPD) ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas 

nama Bupati setelah mendapatkan persetujuan Bupati/Wakil Bupati. 
Apabila Bupati/Wakil Bupati berhalangan maka persetujuan diberikan 
oleh  Sekretaris Daerah; 

b. untuk Pejabat Eselon III dan IV serta non eselon Surat Perintah Tugas  
(SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani 

olehnKepala SKPD, kecuali Kepala Kantor ditandatangani oleh Sekretaris 
Daerah atas nama Bupati; 

c. untuk pejabat eselon III dan IV serta non eselon di lingkungan Sekretaris 

Daerah, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas 
(SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten atas nama 

Sekda, setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah, apabila 
Sekda berhalangan maka persetujuan diberikan oleh Asisten Sekda.  

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat. 

 Ditetapkan di Kuala Tungka 

Ditetapkan di Kuala Tungkal 

Pada tanggal 1 Oktober 2012 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

                       dto 

              

    USMAN ERMULAN 

  BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

Diundangkan di Kuala Tungkal 
Pada tanggal 1 Oktober 2012 

               SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, 
 

                            dto 
 
                 ARIEF MUNANDAR 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2012 

NOMOR 25 


